
 

 

 

 

 

BUPATI DEMAK 

PROVINSI JAWA TENGAH 

 

PERATURAN BUPATI DEMAK 

NOMOR 96 TAHUN 2020 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 88 TAHUN 2019 

TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH 

SAKIT UMUM DAERAH SULTAN FATAH KABUPATEN DEMAK 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI DEMAK, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penerapan system badan Layanan 

Umum Daerah pada Rumah sakit Umum Daerah Sultah 

Fatah Kabupaten Demak, telah ditetapkan Peraturan Bupati 

Demak Nomor 88 Tahun 2019 tentang Tarif Layanan Badan 

Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sultan 

Fatah Kabupaten Demak; 

b. bahwa untuk mempercepat penanggulangan pandemi Covid-

19 di Kabupaten Demak, Pemerintah Kabupaten Demak 

melalui Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Fatah telah 

menyediakan pemeriksaan REAL TIME POLYMERASE CHAIN 

REACTION (RT-PCR) COVID-19 dan telah mendapat 

rekomendasi pengoperasian Laboratorium RT-PCR dari 

Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan 

Kementerian Kesehatan Nomor : SR.01.07/II/4371/2020 

tanggal 20 Oktober 2020; 

c. bahwa tarif pemeriksaan REAL TIME POLYMERASE CHAIN 

REACTION (RT-PCR) COVID-19 di Rumah Sakit Umum 

Daerah Sultan Fatah belum diakomodir sehingga Peraturan 

Bupati Demak Nomor 88 Tahun 2019 perlu diubah dan 

disesuaikan; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 

Demak Nomor 88 Tahun 2019 tentang Tarif Layanan Badan 

Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sultan 

Fatah Kabupaten Demak; 

 



Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan 

Propinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4438); 

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009                    

Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5063); 

6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah 

Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik                   

Nomor 5072); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia               

Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia                     

Nomor 6398); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia                          

Nomor 5679); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang 

Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976                  

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3079); 



10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia                       

Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia                      

Nomor 5340); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6041); 

12. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang 

Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona 

Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah 

dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 

tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan 

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); 

13. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang 

Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus 

Disease 2019 (COVID-19); 

14. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang 

Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus 

Disease 2019 (Covid)-19 sebagai Bencana Nonalam; 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 

tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); 

16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang 

Pola Tarif Nasional Rumah Sakit (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 9); 

17. Peraturan Bupati Demak Nomor 45 Tahun 2017 tentang 

Pendirian Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Fatah 

Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak    

Tahun 2017 Nomor 46); 

18. Peraturan Bupati Demak Nomor 56 Tahun 2019 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta 

Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Rumah 

Sakit Umum Daerah Sultan Fatah (Berita Daerah Kabupaten 

Demak Tahun 2019 Nomor 56); 

19. Peraturan Bupati Demak Nomor 86 Tahun 2019 tentang Tata 

Kelola Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit 

Umum Daerah Sultan Fatah Kabupaten Demak (Berita 

Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 84); 

 



20. Peraturan Bupati Demak Nomor 88 Tahun 2019 tentang Tarif 

Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum 

Daerah Sultan Fatah Kabupaten Demak (Berita Daerah 

Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 88);  

 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 88 TAHUN 2019 

TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN FATAH KABUPATEN 

DEMAK. 

 

Pasal I 

Kketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Demak          

Nomor 88 Tahun 2019 tentang Tarif Layanan Badan Layanan 

Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Fatah 

Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak            

Tahun 2019 Nomor 88) pada angka VII. TARIF PELAYANAN 

LABORATORIUM diubah, diubah dengan daftar perubahan 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal II 

Peraturan  Bupati  ini  mulai  berlaku  pada  tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Demak. 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK, 

 

TTD 

 

SINGGIH SETYONO     

 

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2020 NOMOR 97 

 

 

Ditetapkan di Demak 

pada tanggal 27 November 2020

    

BUPATI DEMAK, 

 

TTD 

 

HM. NATSIR 

 

 

NO JABATAN PARAF 

1 SEKDA  

2 ASISTEN I  

3 KABAG HUKUM  

4 Plt. KA BPKPAD  

5 KA DINKES  

Diundangkan di Demak 

pada tanggal 27 November 2020 



LAMPIRAN  

PERATURAN BUPATI DEMAK 

NOMOR 96 TAHUN 2020 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN 

BUPATI DEMAK NOMOR 88 TAHUN 

2019 TENTANG TARIF LAYANAN 

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 

SULTAN FATAH KABUPATEN DEMAK 

 

PERUBAHAN TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN FATAH KABUPATEN DEMAK 

 

VII. TARIF PELAYANAN LABORATORIUM 

 

A. PEMERIKSAAN LABORATORIUM 

KATEGORI KELAS 

 JASA 

SARANA 

(Rp)  

 JASA 

PELAYANAN 

(Rp)  

TARIF (RP) 

KECIL 

KELAS III, KELAS II, 

DAN KELAS I 

4.000            4.000  8.000  

  

VVIP, VIP A, VIP B, 

DAN ICU 

6.000           9.000  15.000  

SEDANG 

KELAS III, KELAS II, 

DAN KELAS I 

      7.000       10.000  17.000  

  

VVIP, VIP A, VIP B, 

DAN ICU 

      9.000          12.000  21.000  

CANGGIH 

KELAS III, KELAS II, 

DAN KELAS I 

    12.000          11.000  23.000  

  

VVIP, VIP A, VIP B, 

DAN ICU 

    21.000          20.000  41.000  

KHUSUS 

KELAS III, KELAS II, 

DAN KELAS I 

    30.000          42.000  72.000  

  

VVIP, VIP A, VIP B, 

DAN ICU 

    48.000          54.000  102.000 

 

B. PEMERIKSAAN GAMBARAN DARAH TEPI 

PELAYANAN DARAH 

 JASA 

PELAYANAN 

(Rp)  

TARIF (RP) 

PEMBACAAN GAMBARAN 

DARAH TEPI 

86.000 86.000 



C. PELAYANAN DARAH 

PELAYANAN DARAH 

 JASA 

SARANA 

(Rp)  

 JASA 

PELAYANAN 

(Rp)  

TARIF (RP) 

KELAS III, KELAS II, DAN 

KELAS I 

         

24.000  

             

30.000         54.000  

VVIP, VIP A, VIP B, DAN 

ICU 

         

24.000  

             

30.000         54.000  

 

D. TARIF PEMERIKSAAN RT-PCR COVID-19 

 

NO TINDAKAN 
JASA 

SARANA 

JASA 

PELAYANAN 
BHP TARIF 

1 Pengambilan Swab 

RT-PCR Covid-19 

0 25.000 45.000 70.000 

2 RT-PCR Covid-19 10.000 75.000 745.000 830.000 

Jumlah 900.000 

 

 

    BUPATI DEMAK, 

 

TTD 

 

    HM. NATSIR 

 

 

NO JABATAN PARAF 

1 SEKDA  

2 ASISTEN I  

3 KABAG HUKUM  

4 Plt. KA BPKPAD  

5 KA DINKES  


